
BU PATI SUMBAWABARAT

PROVINSI NUSATENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR *0 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN MATAAIR

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa air merupakan kebutuhari yang mendasar bagi

kelangsungan hidup manusia sehingga perlu dijaga kondisi

Mata airbaik dari segi kuantitas maupun kualitasnya;

b. bahwa untuk menjaga kuantitas dan kualitas Mata airkarena

adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung

lingkungan, dan semakin meningkatnya kerusakan di daerah

resapan air akibat pengelolaan yang tidak sesuai serta

pencemaran yang disebabRan oleh kegiatan manusia, perlu

dilakukan pelindungan terhadap Mata air;

c. bahwa untuh memberikan arah, landasan dan kepastian

hukum dalam pelaksanaan pelindungan terhadap Mata air,

diperlukan pengaturan dalam penyelenggaranriya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pelindungan Mata Air.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republiit Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Norrior 3209J;
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republilt Indonesia Tahun 1999 Nomor

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3888] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 29,Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 L'omor 58, Tambahí9I Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679};

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya

Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6405};

9. Undang-Undang Nomor 11 TahuTl 2020 tentang Cipta Kerj I

(Lcmbaran Negara R•publilc Indonesia Tahun 2020 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573];
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/flota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4858);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang AirTanah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83

Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4859);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74,

Tambaharl Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6230);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintóhan

Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2017

Nomor 73 dan Tambahiln Lembaran èlegara Republilc Indon•sia

Nomor 6041);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliu 2021

Nomor 32, TambahaR Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6632);

DenganPersetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RA.KYATDAERAH

KABUPATEN SUMBAWABARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN MATA AIR.
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BAB1

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daernhini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah ltnbupatcn Stımhro.yu Darnt.

2. Pernerintela Dacralı aılalnlı I3tı{›nli s‹?l1aûai //ı**tı 1 < *1*‘lc *tüi°'’^ l°en'e' ı*tal'aı°

biaerah ynng meınimpin pelnltsnnnnn um san penıcı intalıan yang me J d

ltcwenangttn tlaernlı otonom.

3. Btlpati atinlalı Bupati Stımbawa Bar.et.

4. Dcwan Peıwaliilan Ral‹ş at Dnerah y•ırıg solan(utnya ıliscbut DPRD adalah

Dc van Perxx'ıılıi1nn Rn1x\ nt Dacrah II nbu paten SU mb0* 0 Ba°*

5. Air Tanoh ndalah nir;• •s tordapat ‹lalam lapis.arı tan ah atan batuan

dibau'ah pcrmu1:aan tanah.

6. Mata airnctalala lol‹asi cli man a air tanah mengalir atan merembes keluar

hingga mencnpai permul‹aan tanalı secara alam i.

7. Daerah aliran surıgai edalah suatu vilayah Yaratan yang merupakan satu

kesatuan dengan sungai dan anam sungainşa, yang bcrfungsi

menampung, menyimpan,dan mcngaliı lian air ; ang herasal dan curah

hujan ke darıau atan ke laut sccara nlami.› ang batas di darat merupakan

pemish topografis dan batas di lant saınpai dcn3an d.ueral: {?erairan s‘ang

rHCtSih terpengaruh aktivitas daratan.

10.

11.

8. Konservasi mata air aclalalı tıpa3 a mc melihnra keberadaan serta

keberlanjutan keadaan, sifat, ilan fttngsi Mrtta .bir agar scnantiasa tersedia

dalam kuantitas dan l‹ualitas) ang mcm.a«lai nutuk memcnuhi kebutuhan

makhluk hidup, baik pada waktu sc1‹arang matıptın yang akan datang.

9. Prasarana mata air adalah bangunan airbcscrta bangunan lain yang

menunjang 1.egiatan pcngclolaan hlata air, bail: langsung maupun tidalc

langsung.

Pengelola mata air adalah institLlsi yang diberi sveıvenang nutuk

melaksanakan pengelolaan mata air.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam,

sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna

1.epentinganp mbangunan berltelanjutnn.

12. xawasan resapan air adalah daerah yang mempunyaikemampuan tinggi

untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian

pengisian airbumi (akuifer) yang berguna sebagai mata air.
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13. Kawasan sekitar Mata oir adalah kaıvnsan di sekcliling Mata air yang

mempunyai manfaat penting untuk mcmpertahankan fungsi Mata air.

14. Pelindungnn adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk

menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengarı

cara penyelaMatan, pengamanan dan pemeliharaan.

15. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan

mata airdengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkarınya.

16. Daerah tangkapan air adalah daerah perıampung air berupa berıdung,

embung, dan tempat-tempat 3•ang mempunyai fungsi menampung air

(retarding basin).

17.

18,

19.

Daerah sempadan mata airadalah kawasan tertentu di sekeliling mata air

yang dibatasi oleh garis sempadan mata air.

Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak

berbadan hukum.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang membidangi Pengairan

dan Energi Sumb•r Daya Mineral.

Pasal2

(1) Mata air dikelola berdasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan,

kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadiları, kemandirian serta

transparansi dan akuntabilitas;

Pelindungan mata airbertujuan untuk:

a. menjaga kelangsungan lceberadaan, daya dulcung, daya tampung,

ekosistem dan fungsi mata air.

b. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi

mata airagar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan ktıalitas yang

memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.

c. melindungi mata air beserta lingkungan keberadaannya terhadap

kerusakan atan gangguan yang disebabkarL oleh daya rusak alo,

termasul‹ 1:el‹eringan yang disebabl:an oleh tindakan manpSİg

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal3

Huang lingkupPeraturan Daerah inimeliputi:

a. upaya Pelindungan;
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b, pengendalian kualitas dan pencemaran reata air;

c. peran serta masyarakat;

d. pembiayaan;

e. larangan;

f. pembinaan dan pengawasan;

g. lietentuan penyidil:an;

h. ketentuan pidana;

i. penyelesaian sengketa.

BAB III

UPAYA PELINDUNGAN

Pasal4

(1) Pelindungan Mata airmeliputi pelindungan dikawasan sekitar mata air;

(2) Kawasan sekitar Mata airsebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

kawasan yang meliputi area sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m

disekitar Mata air

Pasal5

(1) Pelindungan Mata Airdilakukan melalui:

a. Inventarisasi dan identifikasi Mata air;

b. perencanaan pengelolaan Mata air;

c. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerahtangkapan

air;

d. pengendalian pemanfaatan Mata air;

e. pengisian airpada daerah imbuhan Mata air;

f. pelindungan mata air dalam hubungannya dengan kegi tan

pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Mata air;

g. pengendalian pengolahan tanah didaerah hulu;

h. pengaturan daerah sernpadan Mata air;

(3) Upaya pelindurıgan k(ata air sebagaimana dima1‹sud pada ayat (1) dila1‹u:‹an

melalui kegiatan fisik dan/atan non fısik;

(4) Upaya pelindungan Mata airsebagaimana dimaks ld pada ayat (2) dijadikan

dasar dalam penatagunaan lahan.
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PasaJ6

(t) Bupati atau Pejabat yang ditunjult melakukan upaya pelindungan Mata air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal S.

(2) Dalam melaksanakan pelindungan Mata airsebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memperhatil‹an kearifan lol‹al.

Pasal7

(1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air

sebagaimana dimaltsud dalam Pasal 5 ayat (1} hurufc dilakukan pada

kawasan yang ditetapl‹an berdasarkan rencana pengelolaan mata airyang

bersangkutan.

(2) Rencana pengelolaan Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetaplıan berdasarl‹an rencana tata ruang ua1a3•ah.

(3) Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:

a. menunjtık dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai

daerah resapan airdan daerah tangkapan air;

b. menetapkan peraturan nutuk melestarikan fungsi resapan airdan daerah

tangRapan air;

c. ınengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan airdan daerah

tangkapan air;

d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah

tangkapan airdan

e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi

resapan airdan daerah tangkapan air.

(3)

Pasal8

(1) Pengendalian pemanfaatan Mata airsebagaimana dimaksud dalam Pasal5

ayat (U hurufd dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatart zona pada

Mata airyang bersangkutan.

(a) Perigendalian pemanfaatan Mata airsebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pemantauan dan pengawaoan berdasarkan ketentuan

pemanfaatan zona pada Mata airyangbersangkutan.

Ketentuan pemanfaatan zona pada Matn airsebagaimana dimalcsud pada

ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
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(1) Pengisian air pada daerah imbuhan Mut:ı .tir ııel›ug;,i mario ‹!irna kııu‹J il» J• »

Pasal5 ayat (1) hurufe ‹lapat dilakuanaknn ‹dalam t»:ntuk :ınl•ıro lo Jo

a. pengisian air ‹lari suatu Mata airke Mata airyan(¡ lain dalarr} o;ıttı wi J:ıyııh

sungai atan dari wilayah sungai lain;

b. pengimbuhan airIie lapisan airtanah (al.uifcr);

c. peningkatan daya resap lahan terhaclap air hujan d‹ dar•riıh imtıuÎı•4n m• •

air melalui penatausahaan lahan; atan

d. pemanfaatan teknoloji modifikasi cuaca un lulu menıngk•at kan ‹:urnhh ujan

dalam kurun waktu tertentu.

(2) Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada mata airdiatur dcny•an

Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Pelindungan mata airdalam hubungannya dengarı kegiatan pembangunan

dan pemanfaatan lahan pada Mata airsebagaimana dimaksud dalam Paoal5

ayat {1) huruf f dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatarı

pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada Mata air.

(2) Pelindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan

b•rdasarlıan penetapan pemanfaatnn zona pada Matn airyang hcrsang).utnn

(3) Penyelenggaraan pelindungan Mata airsebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Pengendalian pengolahan tanah didaerah hulu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal5 ayat (1) hurufg dilakukan untuk:

a. mencegah longsor;

b. mengurangi laju erosi tanah;

c. mengurangi tingkat sedimentasi pada mata airdan prasararıa daya air;

dan/atau

d. meningkatkan peresapan airke dalam tanah.

(2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dim tkSUd pada ayat (1}

dilakukan dengan memperhatikan kilidalı konservasi dan tetap

mempertahartkan fungsi lindung sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 12

(i) Pengaturan Daerah sempadan mata airsebagaimana dimaksud dalam PasaJ5

ayat (1) hurufh dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi

Mata airserta Prasarana mata air.

(2J Pengaturan Daerah sempadan mata airsebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa penetnpan batns sempadan Mata airdan penetapan pemCififflUt Il

daerah sempadan Mata air.

(3) Daerah sempadan mata airsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteop lih

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman Pàdà Perà

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempertahankan fungsi daerah

sempadan mata air.

(2) Untult mempertahankan fungsi daerah sempadan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Bupati atan Pejabat yang ditunjuk melakukan pencegahan

terhadap:

a. pembuangan airlimbah cair dan limbah padat;

b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat menggangtı mata

air, mengurangi kapasitas tampung mata airatau tidak sesuai dengarı

peruntukannya.

(3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Bupati atau Pejabat

yang ditunjukjuga melakukan revitalisasi daerah serrıpadan mata air.

BAB IV

PENGENDALIAN KUANTITAS

DAN KUALITAS MATAAIR

Pasal 14

(1) Pengendalian kualitas mata airdan pencemaran mita $erttljuan untuk

mempertahankan dan memulihkankuolitas airyang berada pada mata air.

(2) Pengendalian kualitas Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada Mata airdan Prasarana

mata air.

Perbaikan kualitas air pada Mata airdan Prasarana mit&air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atauPejabat yang ditunjuk

sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya meliputi:



a. pemantatlnlä kunlitas airp«1a MutaRir;

b. pengendnlinnl‹erusal‹an Mota nir;

c. penanggulangan pcncemaran air pada Mata air; dan

d. perbail‹nn fiingsi lingkungan untukmengendalikan kualitas air.

(4) Pengendalian pencemaran Mata air dilakukan dengan cara mencegah

masul:nya pencemar pada Mata airdan prasarana Mata air;

(5) Pengendalian kualitas Mata air dan pencemaran mata airdilaksariakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB v

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

(1] Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Pelindungan Mata air.

{2J Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diu•ujudkan dalam bent•ak:

a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan

untuk menjaga kondisi Mata air;

b. pengaduan atas pelanggaran yang terJadi dalam kegiatan Pelindungan

Mata air.

(3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Kegiatan pelindungan Mata airdibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang:

a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Mata air dan

prasarananya;
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, mc *l*SStl lJ3R)’n Pelinğt@ {'1 at1 Mata air dan/atau melaktlka£l

pt•rbuntnn /l‹egintnn ş'fW1g mcngakibatkan pencemaran mata airdank WaS£1fl

sekitnr ınnta air.

BAB Vlll

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan

Pe1inttung•an Mata airsebagaimana dima1‹sud dalam Pasal5 ayat (1).

(2) Untul: melakultan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bupati membentuk Timyang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang

khusus sebagai p•n3•idilı sebagaimana dimal:sud dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaiman dimaksud pada ayat (1)

berwenang untuk:

a. menerima laporan atan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak

pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. m•n3•uruh b•rhenti seorang tersangka fran mem•rilc0a tnnda pengenal dii.

tersangka;

d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat;

e. mengambil sidikjari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaitersangka atau

saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dala-ITLhtıbunganT8yCt dengan

pemeril.saan per1:ara;
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h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dafi

pen) idik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat eukup bukti atau

pcristiiva tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutny»

melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut

kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;

i. mengadal:an tindalcan lain menurut hu1:um 3•ang b• ggungiawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaarinya berada

dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

BAB X

SANKSI PIDANA

Pasal 20

(1) Setiap orang dari/atau Badan usaha yang melanggar ketentuan larangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan

paling lama ö (enam) bulan atau pidana denda paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana

pelanggaran.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasat 21

(1) Penyelesaian sengketa mata airpada tahap pertama diupayakan melalui

musyawarah untuk mufakat;

(2) Dalam ha1 p•n3e1•saian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya

penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saatberlakunya Peraturan Daerah ini, semuaPeraturan yangberkenaan

dengan Mata airyang telah ada, dinyatakan tetap berlaltu sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Di pindai de na an Ca mscanner

I



BAB XIII

IIETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan PATCfUtL

Daerah ini dengan penempatanriya dalam Lembaran Daerah KabupatenSumbawa

Barat.

Diundangkan diTaliwang

padatanggai 2° *'° *†'1

Ditetapkan di Taliwang,

W.MUSYAFIR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

NOREGPERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINS1 NUSA

TENGGARA BAHAT: ro TAHUN 2021



PENJELfiSAN ATAS

PERATURAN DAE RA£1 KABUPATENSU MBA WA BARAT

NOMOR TfiHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGfiN MATA AIR

I UMUM

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang

memberilıan manfaat ııntult kesejahteraan manusia. Seperti tercantum

dalam pasal 33 ayat3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, bahwa sumber daya airdikuasai oleh negara dan digunakan

sebesar-besar untuk kemaltmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan

sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan

ltehidupan bagi seluruh mahlulc hidup. Sehingga keberadaannya harus

dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberika>l

lcehidupan bagi seluruh mahluk hidup.

Perlindungan mata airyang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan

lingkungan hidup seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

17Tahun 2019 tentang Sumber Daya Airdimaksudkan agar:

a. Perlindungan mata airdapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian

fungsi sumber daya airsecara berkelanjutan;

b. Terciptanya keseimbangan antara fungsi social, fungsi lingkungan

hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air;

c. Tercapainya sebesar-besar kemanfaatan umum sumber daya airsecara

efektif dan efesien;

d. Terwujudnya keserasian untuk berbagai kepentingan dengan

memperhatikan sifat alami airyang dinamis;

e. Terlindunginya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan

yang sanna untuk berperan dan menikmati hasil pengelolaan sumber

daya air; dan

f. Terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya

air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Cukup Jelas

Pasal2

Cukup Jelas

Pasal3

Cukup Jelas.

Pasa1 4

Cukup Jelas

Pasa1 5

Cukup delas

Pasal6

Cukup Jelas

Dipindai dengan Ca mscanner



Ciikup Oclns

pasalS

PaselS

Cukup delas.

Pasa1 10

Cukup Jelas

Pasa1 11

Cukup pelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasa1 15

Cukup Jelas

Pasa1 16

Cukup Jelas

Pasa117

Cukup Jelas

Pasa) 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Paso1 22

Cukup Jelas

Pa 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR c

Dipindai dengan CamScanner


